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Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat 

menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya 
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A. Latar Belakang 

1. Latar Belakang Munculnya Transnational Crime 

Sebelum Transnational Crime muncul, telah 

digunakan istilah Transnasionalisme yang pertama kali 

muncul di awal abad ke 20, untuk menggambarkan cara 

pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan 

bangsa-bangsa. Transnasionalisme adalah sebuah gerakan 

sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkonektifitas 

antar manusia di seluruh dunia, ditandai dengan 

ditemukannya mesin uap di Perancis, sebagai awal mula 

revolusi industri. 

Perkembangan dunia semakin pesat pada awal abad 

ke-20 ketika teknologi informasi ( TI ) dan transportasi mulai 

berkembang, sehingga dunia seolah-olah menjadi satu dan 

tanpa batas (global village)  karena tidak ada tempat di dunia 

ini yang tidak dapat diketahui / dijangkau dengan 

menggunakan TI dan transportasi. Mobilitas manusia 

semakin tinggi, diikuti dengan kegiatan ekonomi berupa 

perdagangan barang dan jasa antar Negara. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

TI semakin membawa perubahan yang besar dalam 

kehidupan manusia karena membuat segala sesuatu semakin 

instan, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seorang dapat 

berhubungan dengan orang lain dengan jarak yang sangat 

jauh antar satu dengan lainnya, bahkan melintasi lautan dan 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Transnational Crime 

Sampai saat ini belum ada defenisi baku tentang kejahatan 

internasional atau TC. Namun ada beberapa defenisi yang telah 

diterima secara universal. 

1. Menurut Interpol4 :   

a. Kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi 

internasional, yaitu kejahatan yang telah menjadi 

permasalahan internasional sehingga ditetapkan agar 

setiap negara menindak pelakunya sesuai dengan hasil 

yang disepakati yaitu : Narcotics, Terorism, People 

Smuggling, Money Laudering, Korupsi, Cyber Crime, Arms 

Smuggling, International Economic Crime, dan Sea Piracy. 

b. Kejahatan yang beraspek internasional, meliputi :  

1) locus delicti lebih dari 1 negara,  

2) pelaku jaringan internasional,  

3) dampak dirasakan di lebih dari 1 negara. 

 

2. Asean Chiefs of Police Conference  tahun 2009 di Hanoi , 

Vietnam5:  

Transnational Crime adalah ”oranganized crimes That transcend 

national borders and political sovereignty such as”:  

 

4 http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional  
5 http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/kesepakatan-
bersama/219-kesepakatan-bersama-ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28-
november-1-desember-2005 

KAJIAN 

PUSTAKA 

http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional
http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/kesepakatan-bersama/219-kesepakatan-bersama-ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28-november-1-desember-2005
http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/kesepakatan-bersama/219-kesepakatan-bersama-ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28-november-1-desember-2005
http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/kesepakatan-bersama/219-kesepakatan-bersama-ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28-november-1-desember-2005
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A. Modus-Modus Pelaku Melakukan Kejahatan  

Adapun Modus-modus berdasarkan fakta pelaku 

melakukan kejahatan dengan cara, antara lain sebagai berikut : 

1. korupsi gratifikasi atau penerimaan hadiah proses 

perencanaan proyek Sport Center Hambalang dan proyek 

lainnya. 

2. korupsi menerima dan memberi suap dalam tender-tender di 

SKK Migas. 

3. korupsi berupa penyerahan hadiah atau sesuatu kepada 

pemeriksa pajak pada KPP Bandung Karees secara melawan 

hukum terkait dengan pemeriksaan pajak TA 2006 yang 

dilakukan pada PT Netway Utama tahun 2007. 

4. penyuapan perkara bantuan sosial di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat yaitu Pasti Serefina 

Sinaga selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat 

dan Ramlan Comel Hakim Adhoc. 

5. pemberian suap dalam pengurusan lahan kuburan di Bogor 

Jawa Barat yang dilakukan Iyus Djuher Ketua DPRD Bogor, 

Listo Welly Sabu Pegawai Pemkab Bogor, Usep Jumeno PNS 

Pemkab Bogor, Sentot Susilo Direktur Utama PT Garindo 

Perkasa dan Nana Supriatna Direktur PT Garindo Perkasa.  

6. korupsi dalam proyek alat peraga pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tangerang Tahun 2010. Alat peraga yang 

dimaksud berkaitan dengan program studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 

MODUS-MODUS 

PELAKU 

KEJAHATAN 

KORUPSI DI 
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Berdasarkan fakta fakta hukum tentang terjadinya kasus 

illegal fishing dan penyelundupan biota laut maka dapat 

diindentifikasi keterkaitan dengan Negara lain yaitu : 

1 Thailand. ( Kapal, Nakhoida dan ABK ). 

2 Malaysia ( Kapal, ABK dan Nakhoda ). 

3 Vietnam.( ABK dan Nakhoda serta bendera kapal ) 

4 Myanmar.( ABK ) 

5 Tiongkok atau china 

6 Papua New gini ( kapal berbendera papua new gini ). 

7 Panama ( Bendera kapal ) 

8 Laos. 

 

A. Barang Bukti. 

Barang bukti yang berhasil dihimpun dan ditahan oleh 

aparat yang berwajib antara lain : 

1 50 kilogram insang kering, serta 13 kg daging penyu, 53 ekor 

hiu gergaji, 558 kg  tulang pari manta, 4 kg sisik penyu, 

insang pari manta, kerang nautilus pari manta seberat 60kg; 

2 Jumlah insang ikan pari manta yang ditahan PSDKP 

sebanyak 360 kg setara dengan 280 ekor senilai Rp. 864juta; 

3 Blangkas atau mimi bulan (Tachypleus gigas) yang berhasil 

diamankan 840 ekor; 

4 Ratusan ikan hias -salah satunya jenis Nemo- tanpa dokumen 

pengangkutan dan pengiriman; 

KEJAHATAN 

ANTAR NEGARA 
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A. Terorism (Terorisme) 

Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 

Polri pada tahun 2014 berjumlah 21 tempat kejadian 

penangkapan dengan jumlah para pelaku sejumlah 44 berjenis 

kelamin laki-laki, Sepanjang tahun 2014, dari bulan Januari - 

September 2014, tidak ada satu aksi tindak pidana terrorisme 

dalam skala besar terjadi di Indonesia, khususnya dalam bentuk 

pengeboman dalam skala besar. Fakta penangkapan terroris 

yang dilakukan oleh Densus 88 Polri, mengindikasikan bahwa 

terrorisme masih menjadi ancaman yang nyata di Indonesia. 

 

B. Narkotic (Narkotika) 

1 Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika  yang terdata 

di Bid PDAKT/TNCC Pusiknas Bareskrim polri dari bulan 

Januari s/d Desember tahun 2014 sebanyak 216 kasus yang 

terdiri dari Polri: 151 kasus dan yang ditangani oleh instansi 

lain (BNN) sebanyak 65 Kasus;    

2 bahwa perkara kejahatan transnasional narkotika pada tahun 

2014 dari 216 kasus mengalami kenaikan sebesar : 14.81 % 

dibandingkan tahun 2013 yaitu hanya 184 kasus. 

3 Berdasarkan rute penyelundupan Narkotika dari luar negeri 

ke Indonesia baik melalui jalur udara, laut maupun jalur 

darat melalui daerah perbatasan negara adalah : Abu Dhabi : 

1  kali, Afrika Selatan : 2 kali, Amerika : 1 kali, Bangkok : 1 

kali, Bejing :1 kali, Belanda : 2 kali, China : 11 kali, Cotonou : 

KESIMPULAN 
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 TENTANG PENULIS 

 

Dr. H. Rumanul Hidayat, S.H., M.M., M.Sc., 

M.Si dilahirkan di Desa Lengkong 

Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara 

Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 

1958. Penulis sejak masih di sekolah dasar 

sangat tertarik menjadi camat dan 

mempunyai sekolah dari Tk sampai 

perguruan Tinggi dan  alhamdulillah  Alloh 

tuhan yang maha kuasa mentakdirkannya menjadi  camat dan 

punya perguruan, sehingga pada waktu masih menjadi mahasiswa 

di Bandung, penulis mendirikan yayasan pendidikan yang diberi 

nama Yayasan Bina Bangsa tahun 1981 dan pada tahun 1986 karena 

tugas menjadi Pegawai Negeri di Kecamatan di Gunungputri 

Kabupaten Bogor, atau istilah pada waktu itu sarjana masuk Desa. 

Dengan penduduk Kecamatan Gunungputri dari 10 Desa sekitas 

76.000 jiwa dan yang sarjana S1 cuma penulis dan Kepala 

Puskesmas, Dan pada waktu itu sekolah di Kecamatan 

Gunungputri, baru ada SMPN 1 Gunungputri dan  belum ada SMA 

baik negeri maupun Swasta, dengan kondisi tersebut seizin bapak 

Camat dan Kepala Dinas pendidikan Kecamatan Gunungputri 

sepakat untuk mendirikan sekolah swasta yaitu SMA. Sehingga 

pemikiran penulis untuk lebih cepat terwujud,  Yayasan Bina 

Bangsa di Bandung dikembangkan di Gunungputri, dan 

alhamdulillah SMA Binà Bangsa menjadi pilihan Masyararakat.  

        Penulis selain jadi pegawai Kecamatan, siangnya menjadi 

Kepala Sekolah SMA dan penulis pada tahun 1994/1995  pernah 

merangkap 3 jabatan di Kecamatan Gunungputri yaitu :  

(1). Kepala urusan Pembangunan,  

(2). Kepala SMA Bina Bangsa dan 

(3). Pjs Kepala Desa Bojongkulur.  

         Penulis tahun 1995  pada waktu menjadi Pjs kepala Desa ada 

rapat di Kabupaten Bogor dan pada waktu itu di hadiri oleh Wakil 

Presiden Bapak Tri Sutrisno dalam sambutannya penulis salah satu 

kepala desa yang dibanggakan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno, 
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dan tidak lama kemudian pada tahun 1996 langsung diangkat 

menjadi Sekretasis Camat di Sukmajaya Depok  Kabupaten Bogor, 

dan 3 bulan kemudian setelah jadi Sekretaris Camat, penulis dalam 

tugasnya menggerakkan maksimal staf kecamatan dan 

alhamdulillah Camat Sukmajaya menjadi Camat terbaik di 

Kabupaten Bogor dalam pelaporan tercepat dan terbaik sehingga 

penulis selaku sekcam diberi hadiah oleh camat mobil jeep Ferosa 

dan diajukan untuk mengikuti seleksi SUSPIM di Bandung dan 

Alhamdulillah lulus seleksi untuk mengikuti Pendidikan dan  

Pelatihan Pertahanan Negara dan Kepemimpinan aparatur 

DEPDAGRI  selama 4 bulan di DEPHANKAM Bandung (SUSPIM 

DEPDAGRI) angkata X1 tahun 1996. Dan penulis diangkat oleh 

Pusdik dan teman2 SUSPIM sebagai Komandan Batalion. Dan 

selesai SUSPIM langsung diangkat PLH camat Sukmajaya, dan 

setelah Depok resmi menjadi Kotamadya, langsung diangkat 

menjadi Camat di Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, bapak 

Walikota Depok Memotivasi kepada penulis, apabila bisa 

melebarkan jalan Dewi Sartika 2 kali lipat dengan jalan yang ada, 

karena macet yang luar biasa dan sudah 5 Walikota Administratif 

Depok tidak ada yang bisa melebarkan jalan tersebut,  dengan 

penuh keyakinan penulis bisa pelebaran jalan Dewi Sartika sukses 

tanpa ekses, dan alahmadulillah dalam 3 bulan sosialisasi ke 

masyarakaat pedagang pasar Dewi Sartika semua menyetujui utuk 

dilebarkan. 

       Pada tahun 2000 penulis diangkat menjadi Camat di Kecamatan 

Cimanggis Kota Depok dan penulis langsung rapat dengan lurah 

dan kepala Desa serta para pengusaha yang ada di Ciamggis untuk 

merenovasi Kantor Kecamatan yang sudah tidak lagi menampung 

kegiatan karena Kematan Cimanggis adalah penduduknya 

mencapai 400 ribu dan penduduk terpadat di Asia, sedang Kota 

Depok pada waktu itu jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa  dan 

400 ribu ada di Kecamatan Cimanggis. Dengan dasar tersebut 

penulis selaku camat mengajak masyarakat dan pengusaha untuk 

merehab Kantor Kecamatan dengan swadaya masyarakat dan 

alhamdulillah bisa terlaksana 2 lantai dan menjadi Kantor Camat 

terbaik di Kota Depok.  
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Dan selain itu penulis dalam pembinaan kepada perangkat  

Kelurahaan sangat diprioritaskan dari 13 kelurahan di Kecamatan 

Cimanggis sehingga kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis 

menjadi Kelurahan percontohan di Indonesia. 

        Penulis pada ada tahun 2001 mengikuti pendidikan dan 

pelatihan pendalaman fungsi Camat selaku perangkat Daerah di 

DEPDAGRI dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan dan 

pelatihan Camat untuk pembinaan Desa/Kelurahan di Bandung 

Jawa Barat, dan pada tanggal 6 September tahun 2004 oleh Mentri 

Pendayagunaan Aparatur Negara penulis mendapat pemberian 

Penghargaan PNS teladan ( Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya) oleh 

Presiden RI Megawati Sukarno Putri di Istana Negara. Dan pada 

tanggal 28 Nopember tahun 2007 mendapat Penganugerahan tanda 

kehormatan SATYA LENCANA KARYA SATYA oleh Presiden RI 

Susilo Bambang Yudoyono. 

       Dengan lamanya penulis menjadi pengawai Kecamatan dan 

prestasi2nya selama tugas di Kecamatan sehingga penulis sangat 

tertarik membahas tentang fungsi Camat dalam melaksanakan 

tugasnya 
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